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Tata Kelola Perusahaan 
Pendahuluan  

PT BPR Kurnia Sewon senantiasa berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola 

sebagai fondasi dalam menjalankan bisnis untuk mempertahankan eksistensi Bank 

dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di  masa – masa mendatang 

khususnya di sektor industri perbankan.  

PT BPR Kurnia Sewon dalam menerapkan prinsip tata kelola senantiasa 

menyesuaikan dengan ketentuan terkini, dan mengacu pada berbagai regulasi 

yang relevan dan pedoman implementasi tata kelola. 

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola 

BPR Kurnia Sewon menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang 

baik dengan tujuan : 

a. Mendukung visi BPR Kurnia Sewon yaitu menjadi “BPR yang Kuat, Sehat, 

dan Terpercaya serta berperan aktif dalam pengembangan UMKM” 

b. Mendukung misi BPR Kurnia Sewon yaitu : 

 Membangun citra BPR Kurnia Sewon yang baik dan professional 

sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat 

 Memberikan layanan yang terbaik bagi kepuasan customer 

 Menjalin hubungan harmonis antara BPR dan para pemangku 

kepentingan : Nasabah, Pemegang Saham, dan karyawan guna 

mewujudkan BPR yang kuat, Sehat dan Terpercaya 

 Menjadi BPR yang memberikan keuntungan bagi stakeholder, 

mempunyai kepedulian sosial dan andil dalam mensejahterakan 

kehidupan masyarakat. 

c. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan 

kompetitif dalam jangka panjang (sustainable) 
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2. Referensi 

Dasar-dasar dalam kebijakan tata kelola BPR Kurnia Sewon yaitu : 

a. Ketentuan Regulator 

 Undang-undang 

 Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan 

 Undang-undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas 

 Peraturan dan Surat Edaran dari Otoritas Jasa Keuangan 

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.03/2015 tentang 

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat 

 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 5/SEOJK.03/2016 

tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat 

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 13/POJK.03/2015 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat 

 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 1/SEOJK.03/2019 

tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan 

Rakyat 

 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 6/SEOJK.03/2016 

tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan 

Rakyat 

 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 7/SEOJK.03/2016 

tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern bagi Bank 

Perkreditan Rakyat 

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 48/POJK.03/2017 tentang 

Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat 

b. Ketentuan Internal 

 Anggaran Dasar PT BPR Kurnia Sewon 
 Kebijakan dan Prosedur  PT BPR Kurnia Sewon 
 SK Direksi PT BPR Kurnia Sewon 

c. Best Practices  
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3. Struktur Tata Kelola 

Struktur Tata Kelola PT BPR Kurnia Sewon terdiri dari 

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

b. Dewan Komisaris 

c. Direksi 

d. Pejabat Eksekutif yang berada di bawah Direksi yaitu Pejabat Eksekutif 

Audit Internal, Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko, 

Pejabat Eksekutif Bisnis yaitu Manajer Marketing dan Pejabat Eksekutif  

Non Binis yaitu Manajer Operasional. 

4. Hasil Penilaian Tata Kelola 

PT BPR Kurnia Sewon telah melakukan self assessement terhadap pelaksanaan 

tata kelola yang difokuskan terhadap 11 (sebelas) faktor sesuai dengan Surat 

Edaran Otoritas Jasa Keuangan no 5/SEOJK.03/2016 mengenai pelaksanaan 

Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yaitu : 

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi 

2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 

3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite 

4) Penanganan benturan kepentingan 

5) Penerapan fungsi kepatuhan 

6) Penerapan fungsi audit intern 

7) Penerapan fungsi audit ekstern 

8) Penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian intern 

9) Batas maksimum pemberian kredit 

10) Rencana bisnis 

11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. 

Hasil self assessement tata kelola PT BPR Kurnia Sewon tahun 2019 

dikategorikan ke dalam peringkat “Baik”. 
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Berdasarkan penilaian pelaksanaan tata kelola tersebut dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

 Kecukupan struktur Tata Kelola (governance structure) PT BPR Kurnia 

Sewon yaitu Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai 

telah sesuai dengan ketentuan, namun masih ada kekurangan dalam 

pemenuhan struktur organisasi yaitu DIreksi yang membawahkan Fungsi 

Kepatuhan. 

 Infrastruktur yang berupa kebijakan dan prosedur, informasi manajemen 

dan tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah 

memadai untuk menjalankan operasional perusahaan 

 Masing – masing struktur organisasi telah menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya dengan baik 

 Transparansi laporan telah dilaksanakan dengan baik 

 Terjadi peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian 

permasalahan yang dihadapi yang dapat dilihat dari tidak adanya fraud  

yang dilakukan baik oleh pengurus maupun karyawan, pencapaian 

Rencana Bisnis yang baik, serta tidak adanya pelanggaran ketentuan. 

5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 

Dalam menyusun laporan pelaksanaan tata kelola, PT BPR Kurnia Sewon 

berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 4/POJK.03/2015 

tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edara Otoritas Jasa Keuangan No 

5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi 

Bank Pekreditan Rakyat.  

Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Kurnia Sewon memuat hal – hal 

sebagai berikut : 

1) Transparansi Penerapan Tata Kelola 

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 

c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite 

d. Penanganan benturan kepentingan 
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e. Penerapan fungsi kepatuhan,audit intern dan audit ekstern 

f. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern 

g. Batas maksimum pemberian kredit 

h. Rencana bisnis BPR 

i. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan 

2) Hasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola BPR 

3) Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau 

hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, 

anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham 

4) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan 

dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota 

Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR 

5) Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan 

Komisaris 

6) Rasio gaji tertinggi dan terendah 

7) Frekuensi rapt Dewan Komisaris 

8) Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh 

BPR 

9) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan 

10) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik 

Ruang Lingkup Tata Kelola 

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi  
Berdasarkan Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai 

dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam 

maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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a. Tugas dan tanggung jawab Direksi 

Tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain : 

 Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR 

 Mengelolan BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab 

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan 

perundang-undangan 

 Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank 

 Mengimplementasikan visi,misi, strategi, sasaran usaha serta rencana 

jangka panjang dan jangka pendek secara menyeluruh. 

 Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan 

mengurus BPR, mrnguasai dan bertanggungjawab atas kekayaan BPR 

 Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh 

tingkatan atau jenjang organisasi 

 Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai 

 Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor 

ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, 

dan/atau otoritas lainnya. 

 Menjalankan prinsip perbankan yang sehat termasuk di dalamnya 

penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern 

 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemengang 

saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu 

kepada Dewan Komisaris 

b. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi 

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.03/2015 

tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR 

Kurnia Sewon memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,- (lima 

puluh milyar rupiah) sehingga wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang 

anggota Direksi. 
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Anggota Direksi PT BPR Kurnia Sewon terdiri dari 2 (dua) orang, namun 

belum ada Direksi yang menjadi Direktur yang membawahkan Fungsi 

Kepatuhan. 

Kedua Direksi bertempat tinggal di kota dan kabupaten yang berbeda 

namun masih pada propinsi yang sama. 

Kriteria untuk menjadi anggota Direksi PT BPR Kurnia Sewon yaitu : 

 Harus memenuhi syarat kompetensi dan integritas serta lulus Fit and 

Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

 Harus  memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan kemampuan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

BPR 

 Harus independen terhadap pemegang saham dan Dewan Komisaris 

 Dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang 

Saham melalui proses yang transparan 

c.  Susunan Anggota Direksi PT BPR Kurnia Sewon 

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

tanggal 18 April 2019, susunan anggota Direksi PT BPR Kurnia Sewon 

adalah sebagai berikut : 

Direktur Utama : Albertus Nojendra Pungkas Nograha 

Direktur  : Aris Harsaya 

d. Independensi Anggota Direksi 

 Anggota Direksi PT BPR Kurnia Sewon tidak memiliki hubungan 

keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama 

anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham, yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 

 Anggota Direksi PT BPR Kurnia Sewon tidak memiki hubungan dengan 

sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham yang 

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertidak independen. 
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e. Rangkap Jabatan Anggota Direksi 

Anggota Direksi PT BPR Kurnia Sewon tidak merangkap jabatan sebagai 

anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 

bank lain, perusahaan atau lembaga keuangan lain. 

f. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota 

Direksi 

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya, anggota Direksi 

wajib mengikuti program pendidikan dan pelatihan. Selama tahun 2019 

program pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai 

berikut : 

Nama Program sosialisasi dan 

Pelatihan 

Pelaksanaan 

Albertus Nojendra 

Pungkas Nograha 

Pelaksanaan Kerja dan 

Kewajiban Pelaporan Tugas 

Tanggung Jawab Fungsi 

Kepatuhan dan Manajemen 

Risiko BPR 

13 Februari 2019 

Pelatihan Analisa Kredit 16 Maret 2019 

Service Exellent 18 Mei 2019 

Penerapan & Profil Risiko  

Manajemen Risiko Operasional 

dan Likuiditas 

19-10 Juli 2019 

Aspek Hukum dan Legalitas 

Perjanjian Kredit 

20 Juli 2019 

Pelatihan Self Leadership 21 September 

2019 
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Analisa Kedit : Menuju Proses 

Kredit yang Prudent dengan 

Meningkatkan Kemampuan 

Analisa Kredit 

14 Desember 

2019 

Seminar Nasional dan 

Penandatanganan PKS Ditjen 

Dukcapil 

16 Desember 

2019 

Aris Harsaya Pelatihan Analisa Kredit 16 Maret 2019 

Service Exellent 18 Mei 2019 

Aspek Hukm dan Legalitas 

Perjanjian Kredit 

20 Juli 2019 

Penerapan KAP, PPAP & 

Pengkinian PKPB (POJK no 

33/POJK.03/2018) 

23-24 Agustus 

2019 

Pelatihan Self Leadership 21 September 

2019 

Refresh APU PPT bagi Direksi 

BPR/BPRS Wilayah DIY 

15 Oktober 2019 

Analisa Kedit : Menuju Proses 

Kredit yang Prudent dengan 

Meningkatkan Kemampuan 

Analisa Kredit 

14 Desember 

2019 

 

g. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi 

Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direksi terkait dengan 

rekomendasi Dewan Komisaris selama tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

 Penyelesaian penjualan AYDA  

 Melakukan perekrutan karyawan untuk meningkatkan ekspansi kredit 
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 Pemindahan kredit karyawan ke Bank yang telah dilakukan kerjasama 

 Penyempurnaan laporan keuangan untuk Dewan Komisaris 

 Pengoptimalan penyelesaian kredit bermasalah 

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 
Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar 

serta memberi nasihat kepada Direksi 

Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya 

penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan 

atau jenjang organisasi. 

a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain : 

 Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata 

kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan dan 

jenjang organisasi 

 Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan 

nasihat kepada Direksi 

 Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi 

pelaksanaan kebijakan strategi BPR 

 Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan 

audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan 

Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 
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 Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, serta 

keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan 

kelangsungan usaha BPR 

 Dewan Komisaris secara hukum bertanggungjawab sesuai ketentuan 

atau Undang-undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar BPR 

 Dewan Komisaris bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan 

komisaris secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi 

yang baik dengan Direksi, Audit Internal dan Otoritas Jasa Keuangan. 

b. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Dewan Komisaris 

Untuk posisi 31 Desember 2019, anggota Dewan Komisaris PT BPR Kurnia 

Sewon adalah 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 

1 (satu) Komisaris. 

Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama 

dengan lokasi kantor pusat PT BPR Kurnia Sewon 

Kriteria untuk menjadi Dewan Komisaris di PT BPR Kurnia Sewon adalah : 

 Harus memenuhi syarat kompetensi dan integritas serta lulus Fit and 

Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

 Harus  memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan kemampuan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai BPR 

 Dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang 

Saham melalui proses yang transparan 
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c. Susunan Anggota Dewan Komisaris 

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

tanggal 18 April 2019, susunan Dewan Komisaris PT BPR Kurnia Sewon 

adalah sebagai berikut : 

Komisaris Utama : Tri Utami Ririn Widayanti 

Komisaris  : Wenzeslaus Boni Fredianto 

d. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris 

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.03/2015 

tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat 

mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan 

Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Untuk anggota Dewan Komisaris PT BPR Kurnia Sewon tidak miliki 

rangkap jabatan lain baik pada BPR maupun Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah. 

e. Rapat Anggota Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Anggota 

Dewan Komisaris 

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.03/2015 

tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat maka rapat 

Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 

3(tiga) bulan dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris. 

Selama tahun 2019, agenda rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 

Tanggal Agenda Rapat 

13 Mei 2019 Pembahasan kinerja bulan April  

10 Juli 2019 Evaluasi kinerja bulan Juni dan strategi bisnis 

08 Agustus 2019 Evaluasi kinerja bulan Juli, strategi bisnis, dan 

rencana perpindahan kantor 

14 Oktober 2019 Evaluasi kinerja bulan September dan strategi 

bisnis bulan Oktober  
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f. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi 

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan 

nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan 

maksud dan tujuan perusahaan.  

Tahun 2019 nasihat dan rekomendasi yang telah diberikan oleh Dewan 

Komisaris kepada Direksi yaitu : 

 Penyelesaian penjualan AYDA  

 Melakukan perekrutan karyawan untuk meningkatkan ekspansi kredit 

 Pemindahan kredit karyawan ke Bank yang telah dilakukan kerjasama 

 Penyempurnaan laporan keuangan untuk Dewan Komisaris 

 Pengoptimalan penyelesaian kredit bermasalah 

g. Hubungan Keuangan atau Keluarga Anggota Dewan Komisaris 

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan 

maupun keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota 

Direksi dan Pemegang Saham. 

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite 

PT BPR Kurnia Sewon merupakan BPR dengan modal inti masih kurang dari 

Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), sehingga tidak diwajibkan 

untuk membentuk fungsi komite yang berada di bawah Dewan Komisaris. 

4. Penanganan Benturan Kepentingan 

PT BPR Kurnia Sewon memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi 

yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam pengambilan keputusan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan 

Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau 

mengurangi keuntungan BPR. 
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5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern 

Penerapan Fungsi Kepatuhan 

Bank merupakan industri yang diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator. 

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha Bank, maka akan 

memberikan dampak yang besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh 

Bank, termasuk risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan salah satu aspek 

good corporate governance yang menjadi salah satu faktor penting dalam 

penilaian kesehatan Bank. 

Fungsi kepatuhan merupakan pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang 

melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif yang terdiri dari 

serangkaian strategi yang digunakan Bank dalam memastikan bahwa 

kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tahun 2019 PT BPR Kurnia Sewon masih belum memenuhi kelengkapan 

struktur organisasi sesuai dengan ketentuan POJK No 4/POJK.03/2015 

tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. PT BPR Kurnia 

Sewon belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. 

Penunjukan akan dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham tahunan 

yang diadakan pada tahun 2020, dan selanjutnya akan dilakukan pengajuan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

Untuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah terpenuhi dan 

telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan telah tercatat dalam 

administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. 

PT BPR Kurnia Sewon telah menjalankan fungsi kepatuhan yang terpisah dari 

fungsi bisnis. 
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Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan selama Tahun 2019 

Dalam menjalankan fungsinya, yang telah dilakukan oleh Pejabat Eksekutif 

Kepatuhan yaitu : 

 Mendorong terciptanya budaya kepatuhan 

o Melakukan pembahasan dengan Direksi apabila ada ketentuan baru, 

apakah perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan internal dan 

tindak lanjutnya 

o Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru kepada 

karyawan 

o Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan 

yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-

pertanyaan dari unit kerja. 

o Melakukan sosialisasi ketentuan internal terhadap karyawan baru 

 Memastikan kebijakan, ketentuan, system dan prosedur, serta kegiatan 

usaha yang dilakukan oleh PT BPR Kurnia Sewon telah sesuai dengan 

ketentuan 

o Mengidentifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan 

o Mengusulkan penyesuaian kebijakan dan prosedur internal 

o Melakukan pemutakhiran database ketentuan regulator yang berlaku 

o Memantau komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator 

o Melakukan review dan memberikan pendapat untuk memastikan 

kesesuian dengan ketentuan regulator yang berlaku atas : 

 Rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan 

 Rencana penempatan pada bank lain 

 Pelepasan kredit 

o Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan 

yang berlaku terkait prinsi prudential banking seperti 

KPMM,BMPK,NPL 

o Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari 

regulator. 
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o Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun profil risiko 

kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan 

o Menyusun laporan kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi  

 Memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator 

o Memantau komitmen PT BPR Kurnia Sewon kepada OJK dan regulator 

lainnya 

o Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK 

dalam rangka pengawasan Bank 

Indikator Kepatuhan tahun 2019 

Indikator kepatuhan sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan PT BPR 

Kurnia Sewon terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan dapat 

dilihat dari : 

 Rasio KPMM tahun 2019 berada di atas ketentuan yang berlaku 

 Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum 

Pemberian Kredit (BMPK) baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak 

terkait. 

 Tidak ada penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

 Komitmen terhadap OJK dan regulator lainnya telah terpenuhi 

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 

(APU&PPT) 

PT BPR Kurnia Sewon berkomitmen untuk melaksanakan Program Anti 

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT) sesuai 

dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. PT BPR Kurnia Sewon 

telah menunjuk Pejabat Eksekutif sebagai penanggung jawab penerapan 

APU&PPT.  
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Aktivitas terkait penerapan program APU&PPT selama tahun 2019 adalah 

sebagai berikut : 

 Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU&PPT  

 Memantau transaksi keuangan mencurigakan 

 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui 

penyusunan targer dan pemantauan realisasi terhadap target 

 Mengkinikan database Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris 

(DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang 

diterbitkan  

 Meningkatkan pemahaman terkait APU&PPT secara berkesinambungan 

melalui pelatihan 

 Melakukan sosialisasi terkait APU&PPT kepada karyawan baru 

 Melakukan review secara berkala atas ketentuan internal terkait 

APU&PPT 

Audit Intern 

Fungsi Audit Internal dijalankan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern. Fungsi 

Audit Intern merupakan fungsi pengawasan yang dijalankan secara 

independen terhadap seluruh aktivitas penting Bank, merupakan bagian dari 

sistem pengendalian intern dan mendukung terlaksananya sistem 

pengendalian intern yang efektif. 

Struktur Organisasi dan Kedudukan Audit Internal 

PT BPR Kurnia Sewon memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000.- 

(lima puluh milyar rupiah), sehingga hanya diwajibkan untuk meunjuk 1 

(satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional, dan 

bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 



 
 

Laporan Tata Kelola BPR Kurnia Sewon Tahun 2019 
 

18 

 

Pejabat Eksekutif Audit Internal telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan dan telah tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa 

Keuangan. 

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Internal 

Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit 

Internal dilakukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan pendapat dari 

Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

Independensi 

Pejabat Eksekutif Audit Intern harus independen terhadap fungsi operasional, 

yaitu fungsi yang terkait dengan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan 

kegiatan operasional lainnya agar mampu melaksanakan tugasnya tanpa 

pengaruh atau tekanan dari pengurus dan pihak intern.  

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Audit Internal 

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Audit Internal yaitu : 

 Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan 

pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan 

maupun pemantauan hasil audit 

 Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, 

operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan 

langsung dan analisis dokumen 

 Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana 

 Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan 

yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. 
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Pelaporan 

Pejabat Eksekutif Audit Internal wajib menyampaikan laporan kepada : 

 Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi 

yang membawahkan fungsi kepatuhan 

Laporan yang disampaikan yaitu : 

o Laporan hasil audit 

o Rangkuman laporan tindak lanjut hasil audit 

o Laporan realisasi kegiatan audit 

 Otoritas Jasa Keuangan 

Laporan yang disampaikan merupakan laporan tentang pelaksanaan 

fungsi audit internal yang terdiri dari : 

o Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal 

o Laporan khusus mengenai setiap audit internal yang diperkirakan 

dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. 

Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal 

Selama tahun 2019 kegiatan yang telah dilakukan oleh Pejabat Eksekutif 

Audit Internal yaitu : 

 Melaksanakan audit terhadap pembukuan 

 Melaksanakan audit terhadap persediaan meterai 

 Melaksanakan audit terhadap kas 

 Melaksanakan audit terhadap tabungan 

 Melaksanakan audit terhadap pengeluaran kas bon non rutin 

 Melakukan audit terhadap kantor kas 

 Melakukan audit terhadap file administrasi kredit 

 Melakukan kunjungan nasabah pasca realisasi 

 Melakukan audit terhadap pengajuan kredit yang tidak disetujui 

 Melakukan audit terhadap pelaksanaan Teknologi Informasi 
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Fokus Rencana Audit Tahun 2020 

Untuk tahun 2020 fokus dari audit yaitu : 

 Audit terhadap kredit, tabungan dan deposito 

 Audit terhadap Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) 

 Audit terhadap Penempatan pada Bank Lain 

 Audit terhadap pinjaman diterima 

 Audit terhadap kantor kas 

 Audit penerapan APU&PPT 

 Audit pelaksanaan Teknologi Informasi 

 Kunjungan nasabah kredit, tabungan dan deposito 

Audit Ekstern 

Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019, PT BPR Kurnia Sewon 

telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kristianto, Tarigan & Margana untuk 

melakukan audit atas laporan keuangan.  

Pemenuhan penerapan fungsi audit eksternal PT BPR Kurnia Sewon yaitu : 

 PT BPR Kurnia Sewon menggunakan jasa Akuntan Publik dan/atau Kantor 

Akuntan Publik untuk melakukan audit informasi keuangan historis 

tahunan berdasarkan perjanjian kerja dengan KAP. Dalam perjanjian 

tersebut dicantumkan ruang lingkup audit 

 Dalam menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan 

dari Akuntan Publik yang sama dibatasi paling lama 3 (tiga) tahun buku 

berturut –turut . 

 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui 

rapat umum pemegang saham (RUPS) dengan mempertimbangkan usulan 

dari Dewan Komisaris 

 Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan 

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah tedaftar di Otoritas 

Jasa Keuangan. 
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 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah disampaikan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan 

6. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern 

Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Kurnia Sewon bertanggung jawab atas 

penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di PT BPR 

Kurnia Sewon.  

Penerapan manajemen risiko di PT BPR Kurnia Sewon meliputi : 

 Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris 

 Kecukupan kebijakan, prosedur dan limit 

 Kecukupan proses dan sistem  

 System pengendalian intern yang menyeluruh 

Dalam menerapkan system manajemen risiko dan system pengendalian 

internal, PT BPR Kurnia Sewon menyesuaikan dengan tujuan dan kebijakan 

usaha, ukuran dan kompleksitas usaha dengan berpedoman pada persyaratan 

dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.      

Hal–hal yang dilakukan dalam rangka penerapan system manajemen risiko 

dan system pengendalian internal adalah sebagai berikut : 

 Memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang mempunyai tugas 

pokok : 

o Memantau pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan 

Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi 

o Memantau posisi risiko secara keseluruhan per jenis risiko dan per 

jenis aktivitas fungsional 

o Melakukan kajian terhadap usulan penerbita produk dan/atau 

pelaksanaan aktivitas baru 

o Menyampaikan rekomendasi sesuai kewenangan yang dimiliki 
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o Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko secara berkala 

kepada Direksi 

 Memantau kepatuhan PT BPR Kurnia Sewon dengan prinsip pengelolaan 

bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku  

 Membuat laporan profil risiko secara semesteran dan menyampaikan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan 

Risiko yang Dihadapi dan Dikelola  

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 13/POJK.03/2015 dan 

tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat maka PT 

BPR Kurnia Sewon wajib menerapkan 3 (tiga) risiko yaitu Risiko Kredit, 

Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan. 

Risiko Kredit 

Pengelolaan risiko yang dilakukan antara lain : 

 Keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi yaitu 

sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit 

 Penyempurnaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko perkreditan 

 Pemantauan terhadap kualitas kredit secara rutin 

Risiko Operasional 

Pengelolaan risiko yang dilakukan antara lain :  

 Memastikan kecukupan prosedur manual untuk kegiatan operasional, 

selalu menyesuaikan kebijakan dan prosedur manual untuk kegiatan 

operasional, selalu menyesuaikan kebijakan dan prosedur yang ada 

dengan peraturan-peraturan terbaru 

 Melakukan perbaikan teknologi informasi 

 Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi terhadap kebijakan, prosedur 

dan peraturan-peraturan yang berlaku 

 Melakukan pengawasan internal 
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 Pendelegasian wewenang yang ditinjau secara berkala 

 Melakukan analisa terhadap risiko operasional 

Risiko Kepatuhan 

Pengelolaan risiko yang dilakukan antara lain : 

 Selalu memantau peraturan-peraturan yang terbaru dan menyesuaikan 

ketentuan internal dengan ketentuan tersebut 

 Melakukan sosialisasi peraturan kepada seluruh karyawan 

 Pemantauan langsung oleh atasan 

 Pemberian opini kepatuha sebelum pengambilan keputusan 

 Secara berkala melakukan review terhadap pedoman kebijakan dan 

prosedur dan Keputusan Direksi 

 Pembasahan perkembangan kinerja kepatuhan yang dilakukan secara 

berkala untuk meminimalisir risiko kepatuhan.  

7. Batas Maksimum Pemberian Kredit 

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah persentase maksimum 

realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR. 

Dalam pelaksanaanya, PT BPR Kurnia Sewon telah memiliki kebijakan dan 

prosedur tertulis terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit termasuk 

pemberian kredit kepada pihak terkait, pihak tidak terkait dan kelompok. 

Selama tahun 2019 dalam pemberian kredit telah menerapkan prinsip kehati-

hatian dengan berpedoman pada ketentuan mengenai Batas Maksimum 

Pemberian Kredit (BMPK). 

PT BPR Kurnia Sewon tidak melanggar dan/atau melampaui Batas Maksimum 

Pemberian Kredit (BMPK) dan telah menyampaikan laporan setiap bulan tepat 

waktu. 
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8. Rencana Bisnis BPR 

Dalam penyusunan Rencana Bisnis BPR, Direksi telah menyusun sesuai 

dengan visi dan misi BPR, telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah 

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

Dalam penyusunan Rencana Bisnis, Direksi telah memperhatikan factor 

ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha, prinsip 

kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. 

Rencana Bisnis telah dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh 

jenjang orgasisasi. 

Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Rencana Bisnis yang dilakukan secara semesteran dan telah dilaporkan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

Pada tahun 2019, Rencana Bisnis PT BPR Kurnia Sewon telah tercapai dengan 

deviasi yang cukup rendah. 

9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 48/POJK.03/2017 tentang 

Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkredita Rakyat dan Surat Edaran 

Otoritas Jasa Keuangan No 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan 

Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat yang telah dirubah 

dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 16/SEOJK.03/2019, maka PT 

BPR Kurnia Sewon telah mengumumkan laporan keuangan dalam waktu dan 

bentuk yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

Laporan Tahunan 

 Laporan Keuangan Tahunan PT BPR Kurnia Sewon telah diaudit oleh 

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan dan disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai 
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kinerja PT BPR Kurnia Sewon dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang 

berisi Laporan Keuangan Tahunan dan informasi umum. 

 Penyajian Laporan Tahunan didasarkan pada standar akuntansi keuangan 

yang berlaku bagi BPR dan Pedoman Akuntansi bagi BPR (PA BPR). 

Laporan Publikasi 

 PT BPR Kurnia Sewon telah menyampaikan laporan Publikasi kepada 

Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan 

 PT BPR Kurnia Sewon telah menempelkan Laporan Publikasi yang disusun 

secara triwulanan pada papan pengumuman milik PT BPR Kurnia Sewon, 

dan telah mengumumkan pada surat kabar harian lokal untuk posisi 

Desember 2019. 

 Laporan Publikasi PT BPR Kurnia Sewon telah disajikan dalam bentuk 

perbandingan dengan Laporan Publikasi triwulan tahun sebelumnya. 

 Laporan Publikasi PT BPR Kurnia Sewon telah ditandatangani oleh Direksi 

dengan mencantumkan nama secara jelas, 

Transparansi Kondisi non Keuangan 

 PT BPR Kurnia Sewon telah melaksanakan transparansi informasi 
mengenai produk dan/atau layanan dan penggunaan data nasabah. 
Nasabah dapat memperoleh informasi melalui brosur, line telepon 
maupun datang langsung ke kantor 

 Laporan mengenai penanganan pengaduan dan penyekesaian pengaduan 
dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah 
disampaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu. 
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Kepemilikan Saham Anggota Direksi  

 Anggota Direksi PT BPR Kurnia Sewon tidak memilik saham di PT BPR Kurnia 

Sewon. 

 Anggota Direksi PT BPR Kurnia Sewon juga tida memiliki saham pada 

perusahaan lain 

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris 

1. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada BPR Kurnia Sewon 

Kepemilikan saham Dewan Komisaris pada PT BPR Kurnia Sewon per 31 

Desember 2019 adalah sebagai berikut : 

Dewan Komisaris Kepemilikan saham 

Tri Utami Ririn WIdayanti 23% 

Wenzeslaus Boni Fredianto 52% 

 

2. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada BPR Lain 

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR lain per 31 Desember  

2019 adalah sebagai berikut : 

Dewan Komisaris 
Kepemilikan saham 

Nama BPR % 

Tri Utami Ririn WIdayanti PT BPR Madani Sejahtera Abadi 11% 

Wenzeslaus Boni Fredianto Tidak ada 0% 

 

3. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain 

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada perusaan lain per 31 

Desember 2019 adalah sebagai berikut : 

Dewan Komisaris 
Kepemilikan saham 

Nama BPR % 

Tri Utami Ririn WIdayanti PT Mataram Bhumi Kirana 50% 

Wenzeslaus Boni Fredianto Tidak ada 0% 
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Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris 

Selama tahun 2019, remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan 

Komisaris dan Direksi adala sebagai berikut : 

Jenis remunerasi dan fasilitas lain Jumlah diterima dalam 1 tahun (dalam 
ribuan rupiah) 

Dewan Komisaris Direksi 

Jumlah keseluruhan gaji 273.848 339.200 

Tunjangan  210.150 

Tantiem   

Kompensasi berbasis saham   

Remunerasi berdasarkan RUPS 
dengan memperhatikan 
tugas,wewenang, tanggung jawab dan 
risiko 

  

Fasilitas lain yang diterima tidak 
dalam bentuk uang, antara lain 
perumahan,transportasi, dan asuransi 
kesehatan 

3.840 27.313 

 

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PT BPR Kurnia Sewon selaku pemberi 

kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi 

pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah 

dilakukannya. 

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh 

anggota Dewan Komisaris, Anggota Direski dan pegawai perbulan. Yang dimaksud 
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dengan pegawai adalah pegawai tetap PT BPR Kurnia Sewon sampai batas 

pelaksana. 

Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan : 

Rasio Skala perbandingan 

Gaji pegawai tertinggi dan terendah 1 : 0,21 

Gaji Direksi tertinggi dan terendah 1 : 0,72 

Gaji Komisaris tertinggi dan terendah 1 : 0,9 

Gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi 1 : 0,47 

Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 1 : 0,36 

 

Penyimpangan Intern 

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh 

pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses kerja dan kegiatan 

operasional PT BPR Kurnia Sewon. 

Internal fraud dalam 1 tahun Jumlah kasus yang dilakukan oleh 

Direksi Dewan 
Komisaris 

Pegawai 
Tetap 

Pegawai tidak 
Tetap 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Total fraud - - - - - - - - 

Telah diselesaikan  -  -  -  - 

Dalam proses penyelesaian 
internal BPR 

- - - - - - - - 

Belum diupayakan 
penyelesaiannya 

- - - - - - - - 

Telah ditindaklanjuti melalui 
proses hukum 

 -  -  -  - 






